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TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Repubiik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
maka periu menetapkan Peraturan Bupad Muna tentang Pedoman Pengelolaan
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daeran Tingkat II di Sulawesl (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355j;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemierintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peﬁgelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578j;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraiuran Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana
,telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan: -

P oW

O

10.

Daerah adalah Kabupaten Muna.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Bupati adaiah Bupati Muna. :

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoresia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah K epala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
seria segala sesuatu berupa uang dan barang yang bernubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

-



14.

—
W

16,
17.
18,
19.

20,
22,

23,

4.
o8,
26.

27.
28.

30.

31.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah .penjabaran
dari Rencana Pembangunan J angka Menengah Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

. Kelompok Transfer adaiah dana yang bersumber dari Anggaran Fendapatan Beianja

Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten /Kota. ’

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang Kkarena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD, adalah
unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa.

Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan di Desa sesuaj dengan
bidangnya.

i. Bendahara Desa adaiah unsur staf sekretariai Desa yang membidangi urusan

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa,

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang vang berasal dari seluruh pendapatan Desa vang
masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa, adalah pendapatan Desa yang
berasal dari kewenungan Desa berdasarkan hak asal usui dan kewenangan lokal skaia
Desa. )

Pengeluaran Desa adalah uvang yang dikeluarkan dari APBDesa melahui Rekening Kas
Desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan Desa dengan belanja Desa.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengehiaran anggaran selama satu periode anggaran.

- Penghasilan Tetap adaiah penerimaan penghasiian Kepala Desa dan perangkat Desa yang

diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

Badan Usaha Milik Desa adalah yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian beserta modalinya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
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BAB I
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif,
berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikeioia daiam masa 1
{satu} tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampal dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dlplsahkan
Kepula Desa scbagal pemegang kekuasaan pengelolaan kewangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
menetapkan PTPKD;
menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dan
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.

o Ao o

Pasal 4
PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat
Desa, terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Urusan; dan
c. Bendahara Desa.
PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

Pasal 5
Sckretaris Desa scbagaimana disnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku
Koordinator PTPKD.
Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan
Pertanggung jawaban Ppelaksanaun APBDesd;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDesa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
¢. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6
Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat {ij mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan keglatan yang menjadi tanggung jawabnya,
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Xemasyarakatan Desa yang telah
_ ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
menylapkan dokumen anggaran aias beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

By B o R
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Pasal 7
Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ dijabat oleh staf
pada urusan keuangan.
Bendahara Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerma,
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
APBDesa

Pasal 8
APBDesa, terdiri atas:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
¢c. pembiayaan Desa. >
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis. '
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut
kelompok, kegiatan, dan jenis. ,
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1) huraf a mehputi semma
penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
Klasifikasi pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas
kelompok:
a. PADesa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain-lain.
Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
¢. swadaya, partisipast dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli Desa.
Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil
BUNMDesa, tanah kas Desa.
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar
Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat
berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain
hasil pungutan Desa.
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Pasal 10
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas
jenis:
Dana Desy;
bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
ADD:;
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi; dan
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dike’ola dalam
APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % {tujuh
puluh persen) dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen}.
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.ayat (2) huruf c
terdiri atas jenis:
a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

o po g

Pasal 11
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pithak ketiga.
Lain-lain pendapatan Desa yang sah schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf
b antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan
perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 12
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua
pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 {satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoieh pembayarannya kembaii oleh Desa.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlpergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13
Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas
kelompok:
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
pelaksanaan pembangunan Desa;
pembinaan kemasyarakatan Desa;
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
belanja tak terduga.
Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai
dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
a. pegawai;
D, barang dan jasa; dan
c. modal.

®pc op
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Pasal 14
Jeuls belatija pegawal scbagaiinana dimnaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dianggarkan
untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan
tuniangan,
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap
bulan.

Pasal 15
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan
uinttub pengeluaran pemmibelian/ pengadaan barang yaug nilal manfaainya kurang dar 12
(dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor; >
b. benda pos;
c. bzhan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
[. sewa kantor Desa;
g sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j- perjalanan dinas; .
k. upsh kerja;

honorarium narasumber/ahli;

m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional Badan Permusyawaratan Desa,
0. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o
adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu
pelalisanaan tugas pelayanan pemerintehan, perencanaan pembangunan, ketentraman
dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurul p dildkuican uniuk menunjang pelaksanaan kegiatan,

Pasal 16
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayai (3] huruf ¢ digunakan uniuk
pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan " harang atan bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 17
Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat
melakukan betanja yang beium tersedia anggarannya.
Keadaan darurat dan/atan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mervpakan keadaan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana
alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
KLE sebagaimana dimaksud pada ayat {1} karena KLB/wabah.
Keadaan darurat dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Kegiatan daiam keadaan darurai sebagaunana dimaksud pada ayat (2] dianggarkan dalam
belanja tidak terduga pada Perubahan APBDesa.

-
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' Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, balk pada tahun angguran yang bersangkutun maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

a. SiLPA tahun sebelumnya;
‘b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjuaian kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat {4) merupakan pengrhnaan pembiayaan yang
digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

¢. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan
untuk  menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ dignnakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pagal 19

" {1} Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {2) huruf b terdiri

dari:
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal Desa. -

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembeniukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

¢. lahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
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Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan.
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada
Kepala Desa. .
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama. )
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. »

Pasal 21
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga} hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Bupali menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraiuran Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 {dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tmgyl, Kepalu Desa melakukan penyempurnaun paling lama 7 (tujuh) har kega
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentung APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupail membataikan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati.
Pembatalan Peraturan Desa sebégaimana dimaksud pada ayat (1) sekah'gus menyatakan
berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat
melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 23
Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada
Camat atau sebutan lain.
Dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa didelegasikan kepada
Camat, maka Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa.

JDalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih .
tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerje terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

-
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Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud
ayat {4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupall.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

-

Pasal 25
Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimasn Desa selain yang
ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam
rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
Pengaturan jumlah uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26
Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1j tidak termasuk untuk belanja
pegawal yang bersifat mengikal dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala [Desa.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya
yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

-

Pasal 27
Kepala Urusan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai
dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diverifikasi oleh Sekretaris
Desa dan disahkan oleh Kepaia Desa.
Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupat
ini.

Pasal 28
Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
diajukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (1) terdiri atas:

a.

C.
d.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

pernyataan tanggungjawab belanja;

lampiran bukti transaksi;

khusus untuk pengadaan, melampirkan Surat Perjanjian Xerja Sama, Berita Acara
Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Pekerjaan.

-
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/ Pasal 30

{1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,

Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

4. menehti keiengkapan permintaan pembayaran digjukan oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercanfum dalam
permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan
pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjuinya
Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran. .

Pasal 31 -
Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnva ke Rekening Kas
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan P eraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun
berjalan;
¢. tegjadi penambahan dan/atan pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerinfah Daerah.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan
APBDesa.

Pasal 34
(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan
pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan
Desa tentang Perubahan AFPBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa
tentang Perubahan APBDesa.
(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Badan
Permusyawaratan Desa dan Bupati.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

(1} Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melalkukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku seiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa  wajib mempertanggungjawabkan uang melalui  laporan
pertanggungjawabar.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {3) disampaikan setiap
bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayvat (2}
menggunakan

"o ope oy

(2)
)

(4)

DLlKU. Kas umum

Buku Kas Pembantu Pajak;

Buku Bank;

Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan; dan
Buku Pembantu per Rincian Obyek Pengeluaran.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:

a. laporan semester pertama; dan -

b. laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dnnaksud pada
ayat (1 terdiri dari pendapatan, beianja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. -
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban R ealisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. laporan pertanggungiawaban .realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran

berkenaan; -
b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
¢. laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 39

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(1)

Pasal 40 :
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman,

radio komunitas, dan media informasi lainnya.



/ Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui
Camat alau sebulan lain,

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 1 {satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

/

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana
Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Pernyataan Tanggungjawab
Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir
lahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisusi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (i) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal
37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

LN



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa. '
(2] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatas dilakukan oleh Inspektorat
Daerah.

BAB V1
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang sama mengatur tentang
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupat ini.

Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 03~ of - 2015
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR ...
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Form 1

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

Pada hari N e tanggal ... RS tahun dua fbu........... . bertempat
Qi Desa......covvireriieeee e Kecamatan ............ccoecevvreeeennne telah dilaksanakan musyawarah
Desa guna membahas penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa (APBN),
PADesa/Swadaya/Partisipasifdil kepada Desa Tahun Anggaran 20..... dihadifi sebanyak .......... orang terdiri dari: Wakil

Kecamatan, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawatan Desa, Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Tim
Penggerak PKK serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita
Acaraini,

hﬁhsyaWamh telah memutuskan penggunaan dana keuangan Desa Tahun 20.......adalah sebagai berikut:

BAGI
NO URAIAN ALOKAS! HASIL DANA PADesa/
DANA DESA PAJAK DESA SWADAYA/ JUMLAH
(ADD) DAN (APBN) PARTISIPAST |
RETRIBUSI IDLL
1 2 3 4 5 6 7
L BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
A. Belanja Pegawai:
1. Penghasilan Tetap- Kades dan | Rp.......... Rp.. Rp. ......... Rp. e, Rp..
Perangkat Desa
2. Tunjangan BPFD Rp.......... Rp.. Rp......... Rp. ......... Rp. ......
Sub Totaf { Rp. ......... Rp.. Rp. ..o Rp. ......... Rp. ..o
B. Operasional Perkantoran:
1. Belanja Barang dan Jasa |23 T Bp. v Rp. e Rp. e Bp. oo
2. Belanja Modal Rp. vvienne 31 Rp. Rp. ... Rp.
Sub Total | Rp. ......... Rp.. Rp.. Rp. ... RD. covveeene
C. Operasional BPD; "
Belanja Barang dan Jasa Rp. ......... Rp. ....... Rp......... Rp. ........ Rpveree
SubTotal | Rp. vooeooe | RD. e Rp. ... Rp. ...oo.... Rp. ...
Jumiah 37 T 1 T [ —— [Z{ —— [ J—
I BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNANDESA
Infrastruktur /Sarana Prasarana Desa ;
1. Pembangunan/ Rehab Kantor Desa Rp. e ‘Rp. Rp. .conens Rp. oeeee. Rp.
2. Perkerasan jalan desa Rp. o Rp. Rp. ......... Rp. .cooeee Rp. coveiren
3. Parit Rp. e Rp. ......... Rp. e Rp. e Rp. e
4, Sarana Air Bersih / MCK Rp. AP i Rp. ... Rp. e Rp. e
3. Gorong-Gorong/ Jembatan Rp. Rp. . Rp. .... Rp. e RP. e
6. Perbaikan Saluran Irigasi Rp. ‘Rp. .. Rp..oeeaee Rp. .. Rp. ...
7. Benah dusun Bangun Desa 21— Rp.covicerrnae Rp. .... Rp. e Rp. .
8. dst Ro. . . Bp. Ro. Rp. Bp. ...
Jumlah | Rp. ......... Rp. «oovein Rp.. Rp.. 11, R
. | BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1. Peningkatan Kapasitas  Aparafur | Rp. . Rp. ceoeeee Rp. ... Rp. .. 311
Pemerintahan Desa .
2. Kegiatan  Pelatihan  Peningkatan | Rp, _...... RD. oo RD. e RP. covvereee 1
Kapasitas Masyarakat
| 3. Kegiatan Peningkatan  Ekonomi | Rp. ........ RP. cverene Rp. ... Rp. v Rp. oo
Masyarakat (UP2K,UED SP)
4. Kegiatan Penyuluhan Kesehetan Rp. oo RP. e RP. ceemnen Rp. ... Rp. ..
5. Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga | Rp. ._....... “Rp. .. Rp. e Rp. ... 31 N
Kemasyerakatan
6. Ongkos Angkut Raskin _ Rp. Rp. ... Rp. ......... Rp. ......... Rp. ...
7. Kegiatan Benah Dusun BangunDesa | Rp, ........ RP. .o, RD. .oveee. Rp. ... RB. wreeiree
. Jumiah [ Rp, . Rp.. Rp. cceci. [ Rp.. Rp..




1 2 3 4 5 7
iv. | BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan | Rp. ........ Rp.. Rp.. Rp.........
Ketertiban
2. Hari Besar keagamaan Rp, e Rp. e Rp. ... B e Rp.
3. Hari Besar Nasional Rp. ... Rp. Rp. e, Rp. ... Rp. e
4. Kegiatan Seni Budayadan OlahRaga | Rp. ......... Rp. .. . Rp. ....... Rp. ...
Jumlah | Rp........... RPuiienns | RPuvreorerrenas 3] T— L] J—
V. | BIDANG TAX TERDUGA
- Kejadian Luar Blasa RD.......... Ro..... RD......... fp.. Rp. ...,
Jumiah | Rp........... Rp. ... e e RR o Rp..
VI. | PEMBIAYAAN:
1. Penerimaan Pembiayaan Rp....... Rp. e Rp. Rp........ Rp..
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ...... Rp. ... BD. . Bp. ... Rp.........
Jumlah | Rp. .. Rp. Rp. Rp. Rp. ......
JUMALAH TOTAL 1/ Rp.. [ T 1/ (s —
Desa s tal.... e 20
KETUA BPO, KETUA LiKaO, KEPALA DESA,
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Form.2a

Logo Pemerintah
Kabupaten Muna

PEMERINTAH KABUPATEN............
KECAMATAN .......ccccviiriciienine
DESA ...

| U KODEPOS ...............

Menimbang D a

Mengingat N

PERATURAN DESA ...
NOMOR .......... TAHUN 20.....

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
................ TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA ..................... ,

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal....Peraturan Bupati Muna ....Nomor... Tahun 20...

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
{APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka
perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa.............. tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa)....Tahun Anggaran 20....menjadi Peraturan Desa ............. tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....Tahun Anggaran 20.....

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat |l di Sulawesi
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perafuran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesta Tahun 2014
Nomeor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah....dengan  Undang-Undang  Nomor..Tahun  20...
EBNtANG. e e e (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20.... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor........);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tanhun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 423, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor......Tahun 20......tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....(Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 20.....Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor....);

10. Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 20... tentang Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor.......Tahun 20..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
" 12.Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 20....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20......



Dengan Persetujuan Bersama
KEPALA DESA......
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA...... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.......... TAHUN ANGGARAN
2.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rinclan sebagai herikut:
1. Pendapatan Desa 3 T

2. Belanja Desa:



/’ | ?
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a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa R
I D:r‘«n; Damhanaiinan Dn
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp........
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp‘
€. Bidang Tak Terduga RDcoviieninicees
Jumlah Belanja Rp.
Surplus/Defisit Rp
2 Damhiavaan Naca
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp..oceeee
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum datam L ampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepaia Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa..........

Telah dievaluasi a.n. Bupal Ditetapkan i ...............
Camat ....... padatanggal...................20...
fid

KEPALADESA ............ '
(et )
Diundangkan di.......... .(nama lengkap tanpa
Padatanggal.............20...... gelan).......cc e,
SEKRETARISDESA,

(nama lengkap tanpa gelar)

LEMBARAN DESA.......TAHUN 20... ...



LAMPIRAN PERATURAN DESA....

NOMOR TAHUN 20......

T ENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 20......

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN
2......

KODE ANGGARAN
REKENING URAIAN (Ro) KETERANGAN

1 2 3 4
PENDAPATAN

Pendapatan Asfi Desa

1 Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
3 Lain-fain Pendapatan Asli Desa yang sah

RN EEY Y =N

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupateny kota
Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

Banluan Kabuipalen

-

|l alal
bl oMo —

ha

—_
(4%

Pendapatan Lain lain
113]1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
13132 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
111 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

i | 11 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Telap Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat ~
- Tunjangan BPD

R[N NI N
-

Jumlah

211]2 Operasional Perkantoran
2 1112 2] Belanja Barang dan Jasa
’ - Alat Tulis Kantar
- Benda POS
- Cetak dan Penggandaan
- Tambahan atau pembuatan Profil Desa
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Alat dan Bahan Kebersihan
- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dan Telepon
- Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
- Biaya rapat Desa
- Biaya rapat Dusun
- Biaya Operasional petugas raskin
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenaga Kerjaan
- Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumiah

2 1112 | 3| Belanja Modal
- Komputer

- Meja dan Kursi
- Mesin TIK

Jumlah
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2112 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin TIK
Sdst
Jumiah
21113 Operasional BPD
2{1]3 Belanja Barang dan Jasa
- ATX
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
=l
Jumiah
212 Bidang Petaksanaan Pembangunan
Cesa
22]1 Perbaikan Saluran Irigasi
2121 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja
- Honor
-dst,
Jumlah
212]1 Belanja Modal
- Semen
- Material
dst...........
Jumilah
2122 Pengaspatan jalan desa
212]2 Belanja Barang dan Jasa :
- Upah Kerja
- Honor
e 1 TN
' Jumlah
212}2 Belanja Modal:
--Aspal
- Pasir
-dstns
Jurlah
2123 Kegiatan.......ocoveevveeeeecenen
23 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
21311 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban:
21311 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
~dst. i,
Jumilah
2132 Kegiatan Hari Besar keagamaan
21312 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Penceramah
- Konsumsi
Sdshiieee,
Jumlah
21313 Kegiatan Hari Besar Nasional
21313 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Penceraman
- Konsumsi
-dsh. e,




Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

- Perjalanan Dinas

S st

Jumlah

Bidang Palaksanaan Pembangunan Desa

]

N

Perbaikan Saluran Irigasi

Beianja Barang dan jasa

- Upah Kegja

- Honor TPK (Anggaran diatas 50 Jt)

Jumiah

Belanja Modal

- Semen

- Material

]

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor TPK {Anggaran diatas 50 Jt)

- Sewa alat berat

Jumlah

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Jumiah

Kegiatan Pengembangan pasar desa {Pembangunan Losd)

Belanja Barang dan Jasa:

- Upah Kerja

- Honor TPK {Anggaran diatas 50 Jt)

Jumlah

Belanja Modal;

- Semen

- Pasir

Jumizh

Kegiatan Benah dusun Bangun Desa Pembuatan dan atau
perawatan { parit/dranaise bersekala dusun)

Belanja Barang dan Jasa:

- Upah Kerja

- Honor TPK {Anggaran diatas 50 Jt)

Jumilah

Belania Modal:

- Semen

- Pasir

Jumiah

Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembangunan dan
atau rehabilitasi taman / ruang terbuka hijau di ibu kota
desa.)

Belanja Barang dan Jasa:

- Upah Kerja

- Hanor TPK (Anggaran diatas 50 Jt)

Jumiah
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212|686 Belanja Modal:
- Semen
- Pasir
- Cat
-dst
Jumlah
21247 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembuatan Plank
nama Jalan dan Gang berskaia Desa afau nomor rumah.
)
2127 Belanja Barang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas 50 J{)
-dst
Jumiah
21217 Belanja Modal:
- Bahan '
- Material
-dst,
Jumlah
21218 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa { Pengembangan
potensi PAD desa dan PAD kabupaten rehabilitasi sarana
pemandian desa, objek wisata desa dan tempat hiburan.)
2128 Belanja Barang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas 50 Jt)
Jumlah
21218 Betanja Modal:
- Bahan
- iviaterial
~dst.
Jumiah
2128 Kegiatan Denah Dusun Bangun Desa { Fengembangan
potensi PAD desa dan PAD kabupaten (rekiame, Kegiatan
Pembuatan baleho atau plank himbuan untuk pembayaran
: PBB maupun pajak dan retribusi tainnya)
212]9 Belanja Barang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honar TPK (Anggaran diatas 50 Jt)
dst...ooviiriienne.
Jumlah
21219 Belanja Modat:
- Bahan
- Material
SO5t...e,
Jumlah
212|110 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa ( Pembuatan lempat
pusat pemasaran(hasit kerajinan, industri kecil dan rumah
fangga)
212110 Belanja Barang dan Jasa;
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas 56 JY)
-dst
Jumlah
242110 Belania Modal:
- Bahan
- Semen
-dst

Jumlah




n
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Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

[#]

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Keteriban

R PO RS

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Jumlah

%]

Kegiatan Hari Besar keagamaan

Belanja Barang dan Jasa:

- Honar Penceramah

- Konsumsi

Jumlah

Kegiatan Hari Besar Nasional

Belanja Barang dan Jasa:

- Konsumsi

Jumlah

Kegiatan Clahraga Seni dan Budaya

Belanja Barang dan Jasa:

- Hadiah

- Konsumsi

Jumlah

Kegiatan Insentif Bilal Mayit

Belanja Barang dan Jasa;

- Honor

Jumiah

Bidang Pemherdayaan Masyarakat

]

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

IENEN Y

1

Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Jumlah

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Belanja Barang dan Jasa:

- Transportasifiiket

- Perjalanan Dinas

- Akomodasi dan Konsumsi

- ATK

- Honor Fasilitator

- ivaieri

- Dokumentasi dan Laporan

Legemm | L
Jifinian

Kegiatan Pelatihan anggota BPD

Belanja Barang dan Jasa:

- Transportasiftiket

- Perjalanan Dinas

- Akomodasi dan Konsumsi

- ATK

- Honor Fasilitator

- Maleri

- Dokumentasi dan Laporan

Jurnlah

Belanja Barang dan Jasa:

- Transportasi

- Akomodasi dan Konsumsi

1 -ATK

Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan




I
[¥]
]

- Honor Fasilitator

- Materi

- Dokumentasi dan Laporan

Jumiah

Kegiatan Pendidikan masyarakat (PAUD }.

Betanja Modal

- Alat Bermain

- Lemari

- Kursi

Jumiah

Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat
(Penyuiutian Kesehatan)

Belanja Barang dan Jasa:

- Honer pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelathan

Jumlah

Bidang Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
(menunjang pelaksanaan kegiatan LKMD).

Belanja Barang dan Jasa:

- Henor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Jumlah

Kegiatan Ongkos angkut raskin

Belanja Barang dan Jasa:

- Upah Angkut { truk)

Jumtah

Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pengadaan alat-alat
kebersihan)

Belanja Modal

- Mesin babat

- Cangkul

Jumlah

Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pengadaan alat
transport pengangkutan sampah)

Belanja Modal

- gerobak

- becak

Jumlah

10

Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pengadaan bak / tong
sampah)

10

Belanja Modal

- Bak Sampah

- Tong Sampah

Jumlah




n
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1"

Kegiatan Benah Dusun (Pengadaan bibit pohon, tanaman
hias dan bush-buahan).

11

Belanja Modal

- Mahoni

- Jambu Madu

- Bunga Anggrek

Jumiah

12

Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Budidaya benih
pertanian, perkebunan dan perikanan).

12

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Jumiah

12

Belanja Moda!

- Material

- Bahan

Jumlah

13

Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembibitan pohon
penghijauan, tanaman hias dan buah-buahan)

13

Belanja Modal

- Tanaman Penghijauan

- Tanaman Hias

- Tanaman Buah-buahan

Jumlah

%]

Bidang Tak Terduga

LM

<

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Befanja Barang dan Jasa:

- Konsumsi

- Chat-obatan

- Honor

Jumiah

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WG| L] w

R PEEN N Y

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (RP)

[ 4]

Pengeluaran Pembiayaan

LIS ]

[T ]

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

SILPA

JUMLAH [ RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALADESA ..o




Am. 4
RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ...oovirirenvinen KECAMATAN ... e,

TAHUN ANGGARAN 20.....
1. Bidang . Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD dan Operasional

Perkantoran
3. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Rincian Pendanaan
‘ VOLU HARGA SATUAN JUMLAH
NO. URAIAN ME SATUAN {Rp.) (Rp.)
4 2 3 4 5

| | Belanja Pegawai:

1. Penghasllan Tetap dan Tunjangan

A. Penghasilan Tetap

! Kepala Desa 12 CB 2.050.600
% Seluetaris Desa Tidak PNS 12 0]} ~1.650.000
! Kepala Urusan 4 org 48 OB 1.500.000
% Kepala Dusun OB 600.000
Sub Total

B. Tunjangan BPD
0 Ketua 12 OB 200.000
& Wakit Kelua 12 OB 175000
L Sekretaris 12 OB 175.000
i Anggola 0B 150.600

Sub Total

Jurnlah

I | Operasional Perkantoran

1. Belanja Barang dan Jasa

A. Alat Tulis Kantor

1 Pulpen buah
i Pesil buah
1 KertasHVS70gr Him
1 Kertas Jeruk fim
0 solasi . buah
i Karbon kotak
I Flasdisk buah
§ Hekter No. 10 bush -
0 Anak Hekter NO. 10 Kotak
i Amplop Putih Kecil Kotak
i BallPgint lusin
0 Klip Kertas Kotak
§ Tinta Stempel botol
B Map Biasa Lusin
i Pelobang Kertas Buah
1 Stabillo Buah
0 Dst...cccurcrnne.

Sub Total

B. Cetak, penggandaan dan foto copy

1 Cetak Kop Surat fim
| Cetak Blanko SPPD fim
0 Cetak Blanko Kwitansi blok
0 Foto Copy tbr
I Dstooreennne.

Sub Total

. Pembuatanitambahan profil desa

0 Penggandaan lbr

Sub Total

D. Blaya rapat dan musyawarah desa

1.Rapat musyawarah perencanaan

penggunaan Keuangan Desa

0 Air mineral (Aqua gelas) kofak
0 Nasi bungkus bungkus
1 Snack hungkus

Sub Total




i
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2.Rapat musyawarah Dusun

0 Air mineral (Aqua getas) katak,
0 Nasi bungkus bungkus
0 Snack bungkus
Sub Total
3.Rapat pelaksanaan Penggunaan
Keuangan Desa
i Air mineral (Aqua gelas) kotak
0 Masi bungkus bungkus
§ Snack bungkus
Sub Total
4 Rapat Pembuatan SPJ Keuangan
Desa
I Air mineral (Aqua gelas) kotak
0 Nasi bungkus bungkus
0 Snack bungkus
Sub Total
5.Rapat pembuatan SP.J Tahap |
danll
1 Air mineral (Aqua gelas) kotak
0 Nasi bungkus bungkus
0 Snack bungkus
Sub Total
6.Perjalanan dinas
0 Kecamatan
- Kepala Desa OH
- Sekretaris Desa OH
- Kaur Pemerintahan OH
- Kaur Umum CH
- Kaur Pembangunan CH
- Kaur Keuangan/ Bendahara OH
Desa
Sub Total
I Kabupaten
- Kepala Desa OH
- Selaetars Desa OH
- Kaur Pemerintahan OH
- Kaur Umum OH
- Kaur Pembangunan OH
- Kaur Keuangan / Bendahara OH
Desa
Sub Total
0 LuarDaerah
- Kepala Desa OH
- Seluetans Desa OH
- Kaur Pemerintahan - OH
- Kaur Umum OH
- Kaur Pembangunan OH
- Kaur Keuangan / Bendahara OH
Desa
Sub Total
7.BPJS kesehatan kepala desa dan
kepala urusan
0§ KepalaDesa OB
i Sekretaris Desa OB
0 Kaur Pemerintahan 0B
i Kaur Umum OB
I Kaur Pembangunan OB
i Kaur Keuangan / Bendahara OB

Desa

- Sub Total
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8.BPJS ketenaga Kerjaan kepala
desa dan kepala urusan

b Kepala Desa OB
i Selrefaris Desa OB
1 Kaur Pemerintahan 0B
i Kaur Umum 0B
1 Kaur Pembangunan 0B
§ Kaur Kevangan / Bendahara OB
Desa
Sub Total
9.Pengadaan-sistem aplikasi paket
pengelolaan keuangan desa.
10, Administrasi dan operasional
panyaluran raskin
0 Air minerat (Aqua gelas) kotak
0 Nasi bungkus bungkus
U Snack ~ bungkus
Sub Total
11.  Pakalan Dinas dan atribut
0 KepalaDesa Pasang
Il Sekretaris Desa Pasang
! Kaur Pemerinighan Pasang
i Kaur Umum Pasang
0 Kaur Pembangunan Pasang
(0 Kaur Keuangan { Bendahara Pasang
Desa
|0 Pasang
Sub Total
12, Honor Tim Pelaksana
Pengelofa Keuangan Desa
0 Kepala Desa 0B
i Sekretaris desa OB
i Kepala urusan umum OB
¢ Kepala urusan Pemersintahan OB
[ Kepala urusan Pembangunan 0B
! Kepala wrusan Keuangan. OB
Bendahara Desa
Sub Total
Jumiah
fil [ Befanja Modal
1. Pengadaan Peralatan Kantor
1 Mesin Tik
1 Mesin Hitung
i Dsl..
Sub Total
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor
0 Filing Kabinet unit
1 White Board unit
I Papan Qata
Sub Total
3. Pengadaan Komputer/Laptop. unit
Sub Total
4. Pengadaan Meubeulair
0 Kursi Plastik buah
1 Meja bush
1 Sofa buah
i Dst.......

Sub Total




5. Peralatan Dapur

{ Tabung Gas unit
6 Kompor Gas unit
B Rak Piring unit
Sub Total
6. Penghias Ruangan Rumah Tangga
I Kipas angina unit
i AC unit
7. Alat Ajat Studio
0 Kamera unit
i Pengeras Suara unit
U dst
Sub Total
8. Adat-Alat Komunikasi
- Wit unit
Sub Total
9. Alat-Alat Ukur
i Meter buah
N Timbangan unit
Sub Total
JURCAH
IV | Operasional BPD
1. Belanja Barang dan Jasa
A ATK
0 Pulpen buah
1 Pesil buah
1 Kerfas HVS.70 gr fim
i Kertas Jeruk fim
I Isolasi buah
0 Karbon kotak
| Flasdisk buah
1 HekterNo. 10 buah
0 Anak Hekter NO. 10 Kotak
0 Amplop Putih Kecil Kotak
1 BallPoint lusin
i Kiip Kertas Kotak
0 Tinta Stempel botol
I MapBiasa Lusin
b Pelobeng Kertas Buah
0 Stabillo Buah
I Dsherreen,
Sub Total
B. Biaya Cetak Dan Penggandaan
I Cetak iKop Surat fim
1 Cetak Blanko SPPD rm
0 Celak Blanko Kwilansi blok
0 Foto Copy tr
I Dst......
Sub Total
C. Rapat
[ Rapat pembahasan Bersama
APBDesa Keuangan Desa
- Air mineral (Aqua gelas) kotak
- Nasi bungkus bungkus
- Snack bungkus
Sub Total
N Rapat Evaluasi pelaksanaan
Penggunaan Keuangan Desa
- Air mineral {Aqua gelas) kotak
- Nasi bungkus bungkus
- 8nack bungkus

Sub Total
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2 3 4
D. Perjalanan Dinas
il Kecamatan
- Kelua OH
- Wakil Ketua OH
- Sekretaris COH
anggota OH
Sub Total
I  Kabupaten
- Ketua OH
- ‘WakiiKetua OH
- Sekrelaris OH
- Anggota OH
Sub Total
Jumlah
JUMLAH TOTAL .
e Jfanggal ............... 20......
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Cara pengisian:
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan Klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.

1,
2
3.
4,
5.
B.

7

kolomn 1 diisi dengen rormor urut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa fincian kebutuhan dalem kegiatan.

kolomn 3 diisi dengan volume dapat berupa jumiah orang/barang.

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
kolom 5 diisi dengan jumiah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4,




Form 4

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ...coviiiiiveveean e KECAMATAN v,
: TAHUN ANGGARAN 20....
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan Perbalkan Saluran Irigasi
3. Waktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN VOLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
| | Belanja Barang dan Jasa
A. Upah Kerja .
i. Pekerja OH
2. Yepala Tukang OH
Sub Total
B. Honor Tim Pengelola Kegiatan ( -
Apabila jih anggaran diatas 50 Juta)
1. Ketua LS
2. Sekretaris LS
3. Anggota LS
4. Anggote (s
5. Anggota LS
Sub Total
Jumlah
Il | Belanja Modal
1. Semen Zak
2. Material M3
3. Dst..
Sub Total
_ Jumlah
JUMLAH TOTAL
SSUPPPUPROONIOORG - 1o o' IS 20.....
Disetujuifmengasahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Cara pengisian:

R LR X RN

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan Klasifikasi kelompok befanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebuiuhan dalam kegiaian.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumiah orang/barang.

koforn 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
kolom b diisi dengan jumfah perkalian antara kalom 3 dengan kolom 4.




format 4

RENCANA ANGGARAN BIAYA

e

Cara pengisian .

NSk o

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok befanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolorn 2 difsi dengan uralan berupa dncian keluduhan dalam kegiaten.

kolom 3 diisi dengan volume dapaf berupa jumiah orang/barang.

kofom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
kolom b diisi dengan jumfah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

DESA ....covvveeiiien, KECAMATAN .........cvviiiv e,
TAHUN ANGGARAN 20.....
1, Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan
2. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
3. Wakiu Pelaksanaan 4 Hari
Rincian Pendanaan :
NO. URAIAN VoLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME {Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
i | BelanjaBarang dan Jasa
A. Honor Pelatih
1. Fasilitator Jampel
2, dst
Sub Total
B. Konsumsi >
1. Nasi bungkus
2. Snack bungkus
3. Airminum Kotak
Sub Total '
C. Bahan Pelatihan
1. Modul set
2. LapTop st
3. Infokus set
4. ATK sef
- Kertas Plano Ibr
- Pulpen Faster bh
- Pensil bh
- Tas bh
- Buku Tulis bh
- DSt
Sub Total
JUMLAH TOTAL
coreveernereeneey RANGYAY e 20....
Disetujuiimengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa -




format 4

RENCANA ANGGARAN BIAYA

L KECAMATAN ..ot
TAHUN ANGGARAN 20....
1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : Pelatihan Kepala Desa
3. Wakiu Pelaksanaan : 4 Hari
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN voLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
| | Belanja Barang dan Jasa
A. Honor Pelatih
1. Operator L3
2. Fastlitator Jampel
Sub Total
B. Konsumsi -
1. Nasi Bungkus
2. Snack Bungkus
3. Air minum Kotak
Sub Total
€. Bahan Pelatihan
1. Modul Set
2. LapTop Unit
3. Infokus Unit
4. ATK
- Kertas Plano Lbr
- Pulpen Faster Bh
- Pensil Bh
- Tas Bh
- Buku Tulis Bh
-Dsh,
Sub Total
5. Dst........
Sub Total
JUMLAH TOTAL
................. JAanggal ... 200
Disetujuifmengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Cara pengisian :

..............................................

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan Klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
kolom 1 diisi dengan nomor urut
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumiah crang/barang.

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/arang
kolom & diisi dengan jumlah perkafian antara kolom 2 dengan kolom 4.




rormat 4

RENCANA ANGGARAN BIAYA

#

Cara pengisian .

SO W 0o P

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
koiom 1 diisf dengan nomor urut
koforn 2 diisi dengan uraian berupa nincian kebuiufan dalam kegiatan,
kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
kolom 5 diisi dengan jumiah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

DESA .ot KECAMATAN ...ooovviriie v
TAHUN ANGGARAN 20....
1. Bidang Tak Terduga
2. Kegiatan Kejadian Luar Biasa
3. Waktu Pelaksanaan @ .. Hari
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN VOLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5.
| | Belanja Barang dan Jasa:
A. HonorTim
1. Ketua LS
2. Sekretaris L3
3. Anggota LS
Sub Total >
B. Sembako
1. Beras Kg
2.  Garam Kg
3. Mie/lnstan Kardus
4. Gula Kg
5. Teh/kopi Bungkus
6. Dsi..
Sub Total
C. Obat-Obatan
1.
2. e
3 DL
Sub Total
JUMLAH TOTAL
.................  tanggal ...,...........20....
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa




FORMAT§ -
BUKU KAS PEMBANTLI KEGIATAN
DESA....oocrirer FECAMATAN. ..o e
TAHUN ANGGARAN 20.,..,
1, Bidang T ( masing-masing bidang)
2. Keglatan TP { mesing-masing kegiatan)
Fenerirnaan (Rp.) Pengeluaran({Rp.) Juralah
No. | Tanggal Uraian _ Swadaya Nomor Bukti [ Belania Baranc : Pangembalian ke Saldo Kas (Rp.)
Dari Bendahara \Masya ra); at ' dajn Jasa Belanja Modal Bendahara
1 2 3 4 5 8 7 8 8 10

Findahan Jumiah dari  halaman

sabelumnya -

Jumleh

Total Penerimaan Total Pengeluaran

Tolal Pengeluaran + Salde Kas
Desa.......tanggpal.....20....
Pelaksana Keglatan

Carapsngislan:
1. Bldang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kagietan dilsi sesual der:gan yang ditelapken daelam AFBDesa.
3. Kolom 1 difei dengan nomor unit,
4. Kolorn 2 dilsi dengan tanggal fransaksl,
5, Kolom 3 dilsi dengan uraien transaks!.
6. Koiom 4 dilsl dengan jumiah rupigh yang diterima bendahara. : ’
7. Kolom § dilsi dengan jumiah rupiah yang diterima Jari masyarakat,
8. Kolom 8 dilsf dengan nomor bukil fransaksi,
9. Kolom 7 dilsl dengan Jenis pengeluanan belanfe berang dan Jass.”

e

Kolom 8 dilsl dengan Jenis pengeluaran belanja modal.
Kofom 9 ditel dengan jumiah ruplah yang dikembaitkan kapada bandehara.
Kolom 10 diisi dengan jumiah saldo kas dalsm rupigh.




rormat 6

—_

Bidang

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

cernve e {TEBING-M2sing Didanyg)

2. Kegiatan: ....coccocovrnrvrnnnee {masing-masing Kegiatan)
3. Wakiu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN 20...

NO. URAIAN . PAGU PENCAIRAN S.D. PERMINTAAN JUMLAH SIGA DANA
ANGGARAN YGLALY SERARANG SAMPAL SAAT
i
(Rp.) {Rp.) {Rp.) {Rp.) (Rp)
JUMLAH
................. Janggal .. 200
Tefah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa

Setujui untuk dibayarkan

Kepala Desa

Petunjuk pengisian:

1.

2

3. Kolomn 1 dergan normor urul.
4.

5.

6.

7.

8

9.

Kofom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiaian.
Kolom 3 diisi dengan fincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan unfuk dibayar,
Kolom 6 diisi dengan jumniah permintaan dana sampai saat ini.
Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

Telah dibayar lunas

Bendahara

Bidang diisi dengan kode rekefiing berdasarkan Kasifikasi kelompok belanja desa.
Kegialan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa,




" Format7
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA ..ot KECAMATAN .....oov e
TAHUN ANGGARAN 20....

1 Bidang !
2, Kegiatan: ......cooevviorvinnncn.

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturar
perundang-undangan. >

Bemikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

...............................................

Cara pengisian:

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

Kolom 3 diisi dengan uraian keperiuan belanja

kolom ¢ diisi dengan jumiah belanja

[ b oAl tenondie b
baris jumlah diisi jumlah Kesehiruhan

SNy



@

¥
Format 8
BUKU KAS UMUM
DESA ..coooveirvinen.. KECAMATAN e
TAEUN ANGGARAN 20.....
JUMLAH SALDO
No. | Tgl KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NO BUKT!] PENGELUARAN
(Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 5 & 7 8 9

Cara Penqisian ;

=

MENGETARUI
KEPALA DESA,

JUMLAH

Ro.

Rp-

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan {anggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaren kag
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jurmiah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengefuaran kas
Koforn 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepaia Desa wajib di periksa

dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

ey fANGEAL 200
BENDAHARA DESA,




® F:
Form 09.
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA .....occvervee i, KECAMATAN ...,
TAHUN ANGGARAN 20, .,
PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
X ANGGAL U
No T RAIAN (Rp.) (Rp.) (Rp.)
i 2 3 4 5
JUMLAH
v W@NGRAL L0020
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
{EPALA DEESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengsluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tariggal psnerimaan alau pengeluaran kas pengsluaran

Kolom 3 dlisi dengan uraian penerimaan kas atau pengsluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas,
Kolom 5 dijsi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 difsi dengan saldo bulu kas bendahara,




ry
i

Form 10
‘ BUKU BANK DESA
DESA .ovvciionsiennerr. KECAMATAN v
TAHUN ANGGARAN 20...
BULAN
BANK CABANG
, ____REK.NO.
TANGGAL - PEMASUKARN PENGELUARAN
No. | Tramsakel | URAIANTRANSAKSI | BUKTITRANSAKS! SETURAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK | BIAYA ADMINISTRAST SALDO
(Ro.) (Rp.) (Re.) (Rp.) (Rp.)
T 7 R 4 i g 7 § § 0
TOTAL TRANSAKSI BULAN IN]
TOTAL TRANSAKSTKUMULATIF
511 RN | I
MENGETAHU] BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Care Pengisien :

Kolom 1difsi dengran nomor urut pemesuken dan pengsiuarandengan Bant.
Kolam 2 diisi dengan tanggal iranseicsi Bank,

Kolom 3 dlisi dengan uraian transeksipemasukar dan pengelvaran.
Kelom 4 diisi dengan bukti fransaks,

Kolom 5 difsi dengan pemasuxan juiniah saforan,

Kolom 8 dlisi dengan pernasuxan jumiah bunga bank.,

Kolom 7 diisi dangan pengeluaran jumiah penerikan,

Kolom 8 disi dengan pengeluaran jumiah pajak.

Kolom B diisi dengan pengelfuaran biaya adminisirasl,

Kolom 10 «ilst dengan saldo Eank,




®

Format 11

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA-
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAHDESA.............,
TAHUN ANGGARAN 20....

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN

JUMLAH
REALISASI

(Rp.)

LEBIH/
KURANG

Rp.)

KET.

1

2

Rp.}
3

3

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

3]

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

ak| ] A —
-

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

[T RN ]
-

ra

Bagian dari hasil pajak &refribusi dasrah
Kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

JEEY QEEY DAY DY
AR e ] N
PN - - YA

Bantuan Kabupaten

—_
[&%]

Pendapalan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
yang lidak mengikat

Lain-fain Pendapatan Desa yang san

JUMLAH PENDARATAN

BELANJA

Bidang Penysienggaraan Pemerintahan
Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkal

- Tunjangan BFD

Jumiah

)
—_
no

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alal Tulis Rantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Atribut

el

- Paxatan Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

Femeliharaan *

- Air, Listrik dasn. Telepon

- Honer

- dst
Ohesisanmanipanapraparens

Belanja Madal

- Komnuter

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK




2

Operasional BPb .

21113
2 114 3} 2| Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
“OSh e
Jiimial
212 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
21211 Perbaikan Saluran Irigasi
212011 2! Belania Barang dan [asa
- Upah Kerja
- Honor
- st
Jumlah
2 12| 1] 31 Belanja Modal
- Semen
- Material
dst............
Jumlah
2122 Pengaspalan jalan desa
2 | 2] 2| 2| Belanja Barang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Henor
SASE e
2 (2{ 2] 3] Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir
L RTINS
Jumiah
213 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
21371 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Vatariiban
2 1 3] 1] 2] Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
-dsh.
Jumlah
2132 Kegiatan Hari Besar keagamaan
2 | 3| 2| 21| Beianja Barang dan Jasa:
- Hanor Penceramah
- Konsumsi
L - ISR
Jurnlah
213[3 Kegiatan Seni dan Budaya
2 | 3| 3| 2| Belanja Barang dan Jasa:
- Henor Penceramzh
- Konsumsi
S0t
Jumiah
214 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2141 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat




2

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Jumlah

Bidang Tak Terduga

]

[4)]

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor fim

- Konsumsi

- Obat-obatan

Jumlah

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Pengrimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

I Lol Lal o

[ BEEY PR iy

Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan

JUMLAH (RP)

Cax

(%]

Pengeluaran Pembiayaan

L

o

Pembentukan Dana Cadangan

Penyeriaan Modal Desa

JUMLAH {RP )

" KEPALA DESA




Form.12

LAPORAN REALISAS! PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAHDESA..............

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAR
ANGGARAN

JUMLAR
REALISAS!

{Rp.)

LEBIH/
KURANG

KET.

1

(Rp)
3

4

{Rp}
5

PINDAHAN SALDO (SEMESTER

PERTAMA )

PENDAPATAN

Pandapatan Asli Dega

Hasil Usaha

_~_;..;_"
-

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pendapatan Transfer

_—
[pe]

Dana Desa

[ge)
(%] =N

Bagian dar hasil pajak &retribusi daerah
kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

RN I I N
RN O
Fou | | ] G

ro

Bantuan Kabupaten

LS8 ]

Pendapatan Lain fain

Hihah dan Sumbangan dari pihak ke-3
yang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Panghasilan Tetap dan Tunjangan

Ny
—

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan
Perangkat

Kepala Desa dan

- Tunjangan BPD

Jumlah

Operasional Perkantoran

Befanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat-dan-Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik, dasn Telepon

- Honor

Jumiah




£

2
2 | 1] 2] 3| Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin TIK
- dsh........ e teree e
Jumlah
21113 Operasional BPD
2 11| 3| 2| BelanjaBarang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Kansumsi Rapat
- st
Jumlah
2|2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Oesa
2 12)1 Perbaikan Saluran lrigasi
2 | 21 1] 2! Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja
- Honor
Jumlah
2 | 2| 1] 3| Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst...........
Jumlah
21212 Pengaspalan jalan desa
2 ] 2| 2| 2| BelanjaBarang dan Jasa :
- Upah Kerja
- Honor
) PR
Jumlah
2 | 2| 2] 3| Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir
-Ost...,
Jumilah
212]3 Kegiatan.............c.c...... ereeenees
23 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
21301 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban
2 131 1] 2| Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
08t
Jumlah
2132 Kegiatan Hari Besar keagamaan
2 | 3| 2| 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Penceramah
- Konsumsi
-dsh. o,
Jumiah
2133 Kegiatan Hari Besar Nasional
2 | 31 3| 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Penceramah
- Konsumsi
~dsti,




2

Kegiatan Seni dan Budaya

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

Jumlah

Kegiatan Insentif Bila) Mayit

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

Jumiah

[N

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

el

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsurmsi

- Bahan pelatihan

Jumiah

Bidang Tak Terduga

[&)]

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Y BB

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Chat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Wico|eo| ol e

O ho{ =

Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun....

W o ot

rRjrolra N

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH {RP)

KEPALADESA .........covceeeecnneae




form. 13 LAPCRAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

cnansn - PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

Kabupaten

Muna KECAMATAN ...

PERATURAN DESA ...cconounnnrren,
NOMOR ..o, TAHUN 20....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.......
TAHUN ANGGARAN
20......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA ... ,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor
..Tahun 20... tenfang ................. , Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka peru menetapkan
Peraturan Desa.......tentang Laporan Pertanggungjawaban Reafisast Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Befanja-Desa.......Tahun Anggaran 20........

Mengingat - 1. Undeng-Undeng Nomor 28 Tahwn 1959 terfang Pembentukan Deerah-Deersh Yinghat i di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1858 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republk indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); _

Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Ne-gara repubiik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana tefah diubah....dengan Undang-Undang

Nomor... Tahun 20... teNtaNG.....ccooiii it eeeeaeseeensneens {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20.... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesta Nomor.......);

Peraturan Pemenniah Nomor 43 Tahun 2014 ientang Peratuian Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahen Lembearan Negara Repubiik indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Dagrah Kabupaten Muna Nomor......Tahun 20......tentang Anggaran Pendapatan
dan Befanja Dasrah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....(Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Tahun 20.....Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor....);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor......Tahun 20......tentang ............. (Lembaran
Daerah Kabupaten Muna Tahun 20.....Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Nomor....);

10. Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 20....tentang Alokasi Dana Desa;

11. Peraturan Bupati Muna Nomor.......Tahun 20..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

12. Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 20.....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20......

(2]

o



Dengan Persetujuan Bersama
KEPALA DESA......
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.............

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DESA...... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADESA.........TAHUN ANGGARAN 20.......

Pasat 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... dengan rincian sebagai berikut;
1. Pendapatan Desa 21+ JOTN
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa RPcrerirenirasens -
b. Bidang Pembangunan 21 OO

<. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RO ens



n
[~
n

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RPeeecrrrnnnninn,
e. Bidang Tak Terduga RPiiiinises
Jumiah Belanja BDsrenioniinnnns
Surplus/Defisit 31 O
3. Pembiayaan Desa
. Penerimaan Pembiayaan 5+ O,
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp....
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.......
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenal hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran } : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 20......... ,
2. Lampiran |l : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. ’
Pasal 3 -

Lampiran-tampiran sebagaimana dimeksud dalam Pasal 2 merupaikan bagis yang tidak terpisehkan dan Peraturan Desaint,

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap crang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatapnya dalam

4]
Lembaran Desa.......

Ditetapkan di ...............
padatanggal ............... 20
KEPALADESA ...

.(nama lengkap tanpa gelar) '

Diundangkan di........
pada tanggal 20.....

SEXRETARIS DESA,
{nama lengkap tanpa gelar)

LEMBARAN DESA........... TAHUN 20......NOMCR........



AR

e

Form.13

LAMPIRAN | PERATURAN DESA......

NOMOR
TENTANG

[atade]

OC3A

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS] PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH DESA ..

TAHUN 20.....
LAPORAN

TAHUN ANGGARAN 20

PERTANGGUNGJAWABAN  REALISAS!
PELAKSANAAN ~ ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA

TAHUN ANGGARAN

20.....

KODE
REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
{Rp.)

LEBIH/
KURANG

KET.

4
i

n
L8

3

A
-

Rp,)
5

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

JEE Y T DY DR Y

EEYY NN NI BN
[a%]

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

[o%]

Pendapatan Transfer

fal
—_

Dana Desa

a1
)

Bagian dari fiasil pajak &retribusi daerah
kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Kevangan

—

Bantuan Provinsi

| et | A

M| R B3N
BN N N

Bantuan Kabupaten

-

(%)

' He R Y
Pendapatan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang
lidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penghasitan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasitan Telap Kepala Desa dan
Perangkat

- |Un]augaur\r;p ala Desa dan Peran grat

- Tunjangan BPD

Jumiah

o

ho

Operagicnal Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kanlor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeitharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Jumlah

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi
- Mesin TIK




L]
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Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

-dstee e

Jumlah

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -

[\

Perbaikan Saluran Irigasi

g1l ]

ra

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Jumlah

Belanja Modal

- Semen

- Material

Jumlzh

La%]

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kefja

- Honor

Belanja Modal;

- Aspal

- Pasir

Jumiah

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Keteniraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat’

Belanja Barang dan Jasa:

~ Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

o

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

S

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan




L)

"
[ %]
I}

2

Sefanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsh Rapat

st

Jumiah

L]

Bidang Pslaksanaan Pembangunan Desa

%]

Perbaikan Saluran Irigasi

oo N

Belanja Barang dan {asa

- Upah Kerja

- Honor

-Osh

Jumtah

Belanja Modal

- Semen

- Material

Jumiah

o

Ny

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Moda:

- Aspal

- Pasir

Jumtah

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Kelertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Palatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

[4,]

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

bS]

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

" - Konsumsi

- Obat-obatan




n

Kegialan..........coeevecmnenn...

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

Fenerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

wloeo|es| e

JECY Y DU

Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan

JUMCAH (RP)

[ ]

Pengeluaran Pembiayaan

(%)

p%]

Pembentukan Dana Cadangan

Penvertaan Modal Desa

JUMCAH[RP

- Pembiayaan Netto {Penerimaan
Pembiayaan ~Pengeluaran Pembiayaan )

- Silpa  Tahun Berjalan (Sefisih  Antara
Pembiayaan  Nelto  Dengan  Hasil
Surpius/Defisit)

TANGGAL ..o,
11D

(KEPALA DESA

..............




Form.15

LAMPIRAN I PERATURAN DESA
NOMOR  TAHUN 20.....

TENTANG LAPQORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS!

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DEBA....... TAHUN ANGGARAN 20....

.

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20....

URAIAN

I ASET DESA

TAHUN N TAHUN N-1
{Tahun Periode Peiaporan) {Tahun Sebelumnya)

A, ASET LANCAR

A 1 mm Fhm s
1. nag vgoa

a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

7. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah

b. Piutang Sewa Gedung
C. Ost...

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Malterai

¢ ost....

JUMLAH ASET LANCAR

B.  ASET TIDAKLANCAR

1. Ilnvestasi Permanen
- Penyertaan Modat Pemerintah Desa

2. AsetTetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin-
- Gedung dan bangunan

Jalan, Jaringan dan Instatasi
dst.......

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

WUMLAHASET {A+B)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( |1 - 1)

TANGGAL

(KEPALA DESA




F

Penjelasan tabel:

1. Aset Desa adalah barang miiik desa yang berasal dari kekayaan ashi desa, dibeli afau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Befanja Desa afau perofefian hak fainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun df RekeningDkas desa. ,

3. Piutang Desa adalah tagihan vang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung
yang diharapkan akan difunasi dalam waktu paling fama 1 (safu) tahun anggaraa sejak ditetapkannya kefjasama tersebut.

4. Peisedigan adalah sualii kekayaan berupa barang milix Pemsriniah Dasa yang dinflai dsngan uang baik berupa uang kerlas
maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan unfuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang refatif besar yang

flidlak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Kewajiban adafah ufang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah,

Rekayaail beisii adalah sefisih anlara asef dan Kewajibai Pemerintal Dasa.

o5 =

Catatan:

Terkalt dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.



>,

-

Form.t5 - LAMPIRAN Ili PERATURAN DESA
NOMOR  TAHUN 20....
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASH
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

e a -

DESA.....TAHUN ANGGARAN 20.....

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal Cereeeennnnnn 200
Casa D
Kecamatan s
Kabupaten
N . . S o . Jumiah
. Jenis Kegiatan lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan | SumberDana (Ro)
|
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp.
Sub Tota! Jenis Kegiatan {2) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp.
: |
Sub Total {4) ' Rp.
Total {1 g/d 4) Ra.
tanggal, .............2015
Kepaia Desa
(SO }
BUPATI MUNA,

: W g H. LM, BAHARMODIN

I.Jl'

R UL A 5
. '-»—MNELL_T_!L;«W{?_




